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Keberadaan akta jual beli yang dibuat oleh PPAT yang merupakan sebuah 
akta otentik. Idealnya akta jual beli yang dibuat oleh PPAT mempunyai kekuatan 
hukum, sehingga memberikan kontribusi kepastian hukum dalam hukum 
pertanahan. Namun dalam Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pdt/2013 
menyatakan bahwa Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT adalah tidak sah 
dan batal menurut hukum. 
Penulis dalam penelitian ini ingin menelaah dan menganalisa lebih lanjut 
tentang keabsahan akta jual beli tanah yang dibuat oleh PPAT dalam Putusan 
Mahkamah Agung No. 787 K/Pdt/2013 dan Tanggung gugat PPAT terhadap 
pembuatan akta jal beli tanah yang tidak memenuhi syarat keabsahan dalam 
Putusan Mahkamah Agung No. 787 K/Pdt/2013. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan MA Nomor 787 K/Pdt/2013 
maka menunjukkan adanya perlindungan hukum dengan menyatakan tidak sah 
dan batal menurut hukum terhadap jual beli dikarenakan tidak sesuai dengan sifat 
hukum adat. PPAT dalam pembuatan akta memiliki tanggung jawab dan tanggung 
gugat secara administrasi, pidana, perdata dan kode etik. 
 


























The existence of a sale and purchase certificate made by PPAT which is an 
authentic deed. Ideally, the sale and purchase deed made by PPAT has legal 
power, thus contributing to legal certainty in land law. But in the Supreme Court 
Decision No. 787 K / Pdt / 2013 states that the Deed of Sale and Purchase made 
before PPAT is invalid and null and void according to law. 
The author in this study wants to examine and analyze further about the 
validity of the land purchase deed made by PPAT in the Supreme Court Decision 
No. 787 K / Pdt / 2013 and PPAT's liability for the creation of a land purchase 
deed that does not fulfill the legality requirements in the Supreme Court Decision 
No. 787 K / Pdt / 2013. 
The research method used is normative legal research, namely legal 
research carried out by examining library materials or secondary legal materials 
while the problem approach is carried out using a law approach and conceptual 
approach. 
The results of the study indicate that the Supreme Court Decision Number 
787 K / Pdt / 2013 indicates that there is legal protection by declaring it invalid 
and legally null and void due to not being in accordance with the nature of 
customary law. PPAT in the making of the deed has responsibility and 
accountability in administrative, criminal, civil and ethical codes. 
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1. Kesimpulan 
Dengan memperhatikan berbagai pemaparan dalam bab-bab selanjutnya, 
serta menyelaraskan pada Rumusan Masalah, maka bisa diambil kesimpulan 
sebagai berikut 
1. Ratio Decidendi Putusan MA Nomor 787 K/Pdt/2013 yang menyatakan 
bahwa Akta Jual Beli (AJB) Tanah Nomor 141/2004 tanggal 26 November 
2004 dihadapan PPAT Gelis Rahmad Joko Pradopo, SH batal demi hukum 
adalah sebagai berikut :  
a. Peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak 
adalah batal demi hukum sesuai dengan asas nemo plus yuris yaitu bahwa 
seseorang tidak dapat mengalihkan hak melebihi hak yang ada padanya. 
b. Jual beli hak atas tanah yang masih dalam obyek sengketa tidak 
diperbolehkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku 
sehingga apabila dilaksanakan maka jual beli tanah tersebut adalah batal 
demi hukum. 
c. Akta PPAT yang tidak dibacakan adalah tidak memenuhi syarat formal 
pembuatan akta PPAT sebagai akta otentik dan akibat hukumnya adalah 
batal demi hukum serta tidak dapat dijadikan dasar pendaftaran tanah. 
2. Bentuk pertanggungjawaban dan pertanggunggugagatn PPAT terhadap Akta 
Jual Beli Tanah yang dibuatnya dan dibatalkan berdasarkan Putusan MA 
Nomor 787 K/Pdt/2013, yaitu:   
a. Tanggung jawab administrasi, yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 tahun 1997, yaitu dalam bentuk pengenaan sanksi administratif;  
b. Tanggung gugat perdata, yang didasarkan pada perbuatan melawan  hukum 
sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, yaitu berupa pemberian 
ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh para pihak akibat kelalaian dari 
PPAT setelah dapat dibuktikan melalui Putusan Pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap 
 
2. Saran 
Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan di atas, maka diajukan searan 
sebagai berikut: 
1. PPAT harus memahami semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 
yang berlaku dalam kaitannya dengan pembuatan akta peralihan hak atas 
tanah agar tidak terjadi akta yang batal demi hukum sehingga merugikan para 
pihak. 
2. Setiap PPAT harus lebih jujur, cermat dan teliti dalam melaksanakan 
tugasnya, terutama yang berkaitan dengan pendaftaran tanah. Hal ini 
dikarenakan out-put dari profesinya adalah produk  hukum berupa akta 
otentik, yang mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembuktian 
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